MUKADIMAH

Kami komunitas keperawatan Indonesia menyakini lzakami memerlukan
suatu wadah bagi perjuangan profesi dalam mengsiekdekaan Republik
Indonesia demi tercapainya kehidupan masyarakaj gahat, adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasbr 194

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adamyaginan bersama dari
berbagai organisasi keperawatan untuk menyatukandain membentuk suatu
organisasi profesi keperawatan di Indonesia. Osganiprofesi yang dimaksud
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang meigidunengayomi,
membina dan mengembangkan komunitas keperawataimddnesia sebagai
sarana yang kuat bagi komunitas keperawatan danmliptsthadap asuhan
keperwatan profesional yang berkualitas bagi kepgah masyarakat dan ikut
serta dalam peningkatan kesejahteraan komunitas&eptan Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersdimusunlah pedoman
organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar daggAran Rumah Tangga
Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB |
IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasiodahésia disingkat PPNI.

Pasal 2
Bentuk Organisasi
Organisasi PPNI berbentuk kesatuan dimana Kedaulseinggi di tangan
anggota melalui Musyawarah Nasional.
PPNI merupakan organisasi kemasyarakatan yangtdibatas dasar kesamaan
profesi.

Pasal 3
Waktu Pendirian
Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1%&bagai hasil fusi dari
berbagai organisasi keperawatan yang sudah adasetya.

Pasal 4
Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di Wilayah Hukum NegR®publik Indonesia
dengan pengurus Pusat berada di Ibukota Negara.



Pasal 5
Lambang Organisasi
Lambang PPNI berbentuk lingkaran yang berisi selseghlima hijau tua dengan
dasar kuning emas dan sebuah lampu putih yanglaleripi lima warna merah
dengan tulisan PERSATUAN PERAWAT INDONESIA — PPNada bingkai
lingkaran.

BAB Il
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 6
Sifat
PPNI adalah salah satu — satunya organisasi PrBfsiwat Indonesia yang
merupakan wadah kesatuan seluruh perawat Indonesia.

Pasal 7

Azas
Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi pradesi nilai — nilai profesi
keperawatan yaitu pengasuhaar{ng), pemeliharaann(rturing), altrurisme dan
holistic.

Pasal 8
Tujuan
Memantapkan persatuan dan kesatuan yang kokohpertawat.
Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kepdeawadalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Mengembangkan karir dan prestasi kerja bagi terkagperawatan sejalan
dengan peningkatan kesejahteraan tenaga keperawatan
4. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam menganakak politik dan
hukum.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi lembaga dan
institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
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BAB Il
PERANAN DAN FUNGSI
Pasal 9

1. PPNI berperan sebagai regulator dengan fungsfikasii dan memfasilitasi
registrasi lisensi.

2. PPNI berperan sebagai penata kehidupan keprofdsiagan fungsi menata
organisasi; pendidikan dan penelitian; pelayangeiavatan; pengembangan
hubungan masyarakat dan kerjasama.

3. PPNI berperan sebagai fasilitator dalam merespaingkatan kesejahteraan
dengan fungsi fasilitas pengembangan Kkarir, sisteemghargaan dan
pelaksanaan hak politik serta hak hukum.



BAB IV
KENGGOTAAN

Pasal 10
Jenis Keanggotaan

Anggota PPNI terdiri dari:

1.
2.
3.

Anggota Biasa
Anggota Khusus
Anggota Kehormatan

BAB V
SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI
Pasal 11
Susunan Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari Organisasi Tingkasat, Tingkat Provinsi,
Tingkat Kabupaten / Kota dan Tingkat Komisariat.
Dapat dibentuk organisasi perwakilan luar negemgyalisebut dengan
Pengurus PPNI Perwakilan (diikuti nama Negara)
Dapat dibentuk organisasi Ikatan dan Himpunan Patraseminat, Ikatan
perawat spesialis sesuai dengan tuntutan kebutpleakembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dapat dibentuk Majelis Kolegium dan Kolegium Kepeasan.

Pasal 12
Susunan Pengurus Organisasi

Susunan Pengurus Organisasi terdiri dari :
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Pengurus Pusat

Pengurus Provinsi

Pengurus Kabupaten / Kota
Pengurus Komisariat

Pengurus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 13
Komposisi Kepengurusan
Komposisi Pengurus terdiri dari Pengurus Harian@amgurus Pleno.
Kepengurusan bersifat kolektif.

Pasal 14
Masa Kepengurusan
Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesiéhdipituk masa berbakti 5
(lima) tahun.
Ketua Umum, ketua Provinsi, Ketua Kabupaten / Kidak dapat dipilih
kembali setelah menjabat 2 (dua) periode bertututut.



BAB VI
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Kewenangan

1. Pengurus Pusat berwenang:

a.

e.

f.
g.

Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasiom@rdasarkan
AD/ART dan Rekomendasi Musyawarah Nasional dan htmil Rapat
Kerja Nasional.

Membentuk dan mengesahkan kopetensi perawat

Mengangkat dan mengambil keputusan terhadap sesegeamg berjasa
terhadap profesi Keperawatan untuk diangkat menjédiggota
Kehormatan.

Bertindak untuk dan atas nama organisasi secaranaaslalam mewakili
organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) di atagatiadkan sah apabila
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Seketaris Jendra

Mewakili organisasi di dalam dan diluar pengadilan

Mensahkan komposisi dan personalia pengurus Piovins

2. Pengurus Provinsi

a.

b.

Menentukan kebijkan organisasi di tingkat wilayanj&nya berdasarkan
AD / ART, Rekomundasi Musyawarah Nasional, MusyahaKerja
Nasional dan Kebijakan Pengurus Pusat, Musyawam@/r3i dan Rapat
Kerja Provinsi.

Mensyahkan komposisi dan personalia pengurus Kabopdota.

3. Pengurus Kabupaten / Kota

a.

b.

a.

Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilajkahjanya berdasarkan
AD / ART, Rekomendasi Musyawarah Nasional dan Kddaip Pengurus
Pusat, rekomendasi Musyawarah Provinsi dan Rapgéa IReovinsi dan

Rekomendasi Musyawarah Kabupaten / Kota serta rekdasi Rapat
Kerja Kabupaten / Kota.

Mensahkan komposisi dan personalia pengurus Koraisar

Pengurus Komisariat

Memungut iuran Anggota dari anggota komisariat yaegangkutan dan
mendistribusikan hak pengurus Kabupaten / Kotag&®is Provinsi dan
Pengurus Pusat secara langsung melalui rekeniniggnasnasing.

Pasal 16
Kewajiban

1. Pengurus pusat

a.

Qo

Menyampaikan pertangungjawaban organisasi pada d&heswph
Nasional

Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuganl&D / ART
Memberikan pengakuan kompensasi perawat Indonesia
Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenfaotai dari
Pengurus Provinsi, Kabupaten / Kota.



2. Pengurus Provinsi
a. Menyampaikan pertangungjawaban organisasi padadheswah Provinsi
b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuganlé&D / ART
c. Melaksanakan dan tunduk kepada keputusan yang th&ahbil oleh
Pengurus Pusat
d. Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenfaotpi dari
Pengurus Kabupaten / Kota sampai ke Pengurus Kdatisa
3. Pengurus Kabupaten / Kota
a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada ydasah
Kabupaten / Kota
b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuganlé&D / ART
c. Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenfaotpi dari
Pengurus Komisariat sampai ke Anggota
4. Pengurus Komisariat
a. Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi padat Rayggota
b. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuganlé& / ART
c. Melaksanakan pembinaan organisasi terhadap Anggota
d. Menyetorkan iuran anggota yang menjadi hak PendgGabsipaten / Kota,
Pengurus Provinsi dan Pengurus Pusat melalui nefgenasing — masing
e. Melaksanakan pembinaan anggota dalam kepengurwsanny

BAB VI
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 17
Pembentukan
Dewan Pertimbangan dibentuk melalui keputusan Muaya@h Nasional /
Musyawarah Provinsi / Musyawarah Kabupaten / Kota

Pasal 18
Kewenangan
Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenangpenikan arahan,
petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihatdeepangurus PPNI sesuai
dengan tingkat kepengurusan organisasi

Pasal 19
Susunan dan Kompensasi Kepengurusan
1. Dewan Pertimbangan berada di tingkat Pengurus PBRsaigurus Provinsi
dan Pengurus Kabupaten / Kota.
2. Komposisi Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua,kKiVKetua, Sekretaris
dan dua sampai empat orang Anggota.

Pasal 20
Tugas Pokok
Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, sarapetanjuk kepada Pengurus
PPNI dalam lingkungan kepengurusan yang bersangkbtk diminta mapun
tidak diminta demi kemajuan pengembangan organisasprofesi Keperawatan.



BAB VI
IKATAN, HIMPUNAN DAN KOLEGIUM
Pasal 21

Demi kemajuan dan pengembangan profesi Keperawsggsita peningkatan
pelayanan keperawatan, dapat dibentuk lkatan, Huapwdan Kolegium sesuai
rumpun keilmuan dan spesialisasi keperawatan.
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Pasal 22

Pembentukan lkatan dan Himpunan
Ikatan dan Himpunan pertama kali dibentuk di tingkasional
Kepengurusan Ikatan dan Himpunan dibentuk sammgkadt provinsi.
Pembentukan berproses dengan mengajukan naskaénakathn draft AD /
ART hasil pra kongres kepada pengurus Pusat PPIHagae bahan
pertimbangan terbentuknya ikatan dan Himpunan
Apabila naskah akademik telah disetujui PengurusaPBPNI, calon lkatan
dan Himpunan harus menyelenggarakan Kongres sebgmasesi
pembentukan lkatan dan atau Himpunan yang sah.
Kongres berwenang memilih Ketua Umum Ikatan daru athmpunan,
menyepakati Naskah Akademik, AD / ART serta Kepamudain yang
berkaitan dengan lkatan dan atau Himpunan.

Pasal 23

Pembentukan Kolegium dan Majelis Kolegium
Kolegium dapat dibentuk berdasarkan Musyawarah Ha@erawatan sesuai
bidang keilmuan keperawatan dengan mempertimbangkehutuhan
pelayanan kebutuhan pelayanan keperawatan dampeskegan keilmuan.
Pimpinan Kolegium oleh dan dari Anggota Kolegium
Majelis kolegium terdiri atas para ketua Kolegium
Pimpinan Majelis Kolegium dipilih oleh dan dari Aga Majelis Kolegium
Kolegium dan Majelis kolegium disahkan dan dilantidlam Musyawarah
Nasional PPNI
Kolegium dan Majelis Kolegium hanya ada di tingkasional.

Pasal 24
Kedudukan
Ikatan / Himpunan bertanggung jawab kepada Pendrusat PPNI
AD / ART lkatan / Himpunan / Kolegium harus mendaparsetujuan dari
pengurus pusat PPNI
AD / ART Ikatan / Himpunan / Kolegium yang telah mdapat persetujuan
Pengurus Pusat PPNI berstatus memiliki kekuatanrnuk

Pasal 25
Kewenangan
Membina anggota lkatan / Himpunan / Kolegium
Memberikan masukan kepada PPNI untuk pengembangéesp



3. Menjadi pelaksana kerjasama antara PPNI dengaik paira dalam wilayah
kerja Ikatan dan Himpunan

4. Kolegium berwenang menyusun standart kurikulum kkah, standar
penyelenggaraan pendidikan dan uji kompetensi

5. Majelis Kolegium berwenang menjaga keserasian palakan tugas antar
kolegium

6. Kewenangan kolegium dan Majelis Kolegium diatur asacrinci dalam
peraturan Majelis Kolegium.

Pasal 26
Tugas Pokok
Ikatan dan Himpunan memiliki tugas pokok membinggamta dan pengembangan
profesi dalam kekhusannya serta memberikan masukpada PPNI dalam
menentukan kompetensi kekhususan dimaksud.

Pasal 27
Susunan dan Komposisi Kepengurusan

1. Susunan Kepengurusan lkatan dan Himpunan terdiriRsangurus Pusat dan
Pengurus Provinsi

2. Pengurus Pusat Ikatan dan Himpunan disahkan danti&iloleh Pengurus
Pusat PPNI

3. Pengurus Provinsi lkatan dan Himpunan disahkanddantik oleh Pengurus
Pusat lkatan / Himpunan dengan diketahui dan disaksoleh Pengurus
Provinsi PPNI.

Pasal 28
Komposisi Kepengurusan
Komposisi kepengurusan lkatan dan atau Himpunaresdaékan dengan
kebutuhan dan harus sesuai dengan AD / ART Ikadarathu Himpunan.

Pasal 29
Masa Kepengurusan
Masa kepengurusan lkatan / Himpunan / Kolegiumadd&(lima) tahun.

BAB IX
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN
Pasal 30
Pembentukan dan Kedudukan

Majelis Kehormatan Etik dibentuk oleh Pengurus PRSI
Majelis Kehormatan Etik berkedudukan di PengurussaPuPPNI dan
membentuk perwakilan di tingkat Pengurus Provinsi
3. Majelis Kehormatan Etik bertanggungjawab kepadayBers Pusat PPNI
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Pasal 31
Kewenangan

Majelis Kehormatan Etik berwenang menyelidiki danerekomendasikan
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peggalean kode etik profesi
keperawatan kepada Pengurus Pusat PPNI.

Pasal 32
Tugas Pokok
Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalade K@&tik
Keperawatan
Membuat Pedoman penerapan etika dalam pemberiapaoein keperawatan
dan pedoman penyelesaian pertentangan etik dal@yapan keperawatan

Pasal 33
Komposisi kepengurusan

Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari:
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1 (satu) orang Ketua merangkap anggota

1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota

1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota

1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota
3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota

BAB X
BADAN — BADAN LAIN

Pasal 34
Badan — badan lain dapat dibentuk sesuai dengantten dan perlu diatur
dengan Peraturan Organisasi
Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal iniitaradhock dan dibentuk
atas keputusan rapat pleno pengurus
Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal ini wdibahkan melalui surat
keputusan pengurus.

BAB XI
KEKAYAAN
Pasal 35

Kekayaan organisasi dapat berasal dari:

1.

2.
3.
4

Uang Pangkal

Uang iuran

Hibah dan sumbangan

Usaha — usaha lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XIlI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI
Pasal 36
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukaluniisyawarah Nasional



Pasal 37
Perubahan Organisasi
1. Pembubaran organisasi hanya bisa dilakukan mekalaiu Musyawarah
Nasional Khusus untuk itu
2. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka kekayaan rizgsi diserahkan
kepada lembaga sosial atau Negara Republik Indmnesi

BAB XIllI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 38
Peraturan — peraturan dan badan — badan yang tagabierlaku selama belum
diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengaggafen Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39
Penutup
1. Hal — hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dmtur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasianjs@g tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar
2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 Mei 2010



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Yang dimaksud perawat adalah seseorang yang ted@empuh pendidikan
formal di bidang keperawatan dan dinyatakan Ilulygang program
pendidikannya telah disahkan oleh Pemerintah Réplizlonesia
Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mekamairinya SMK
Perawat Medis tidak diakui sebagai perawat.
Yang dimaksud Keperawatan adalah suatu bentuk gredayprofesional yang
merupakan bagian internal dari pelayanan kesehgtarg didasarkan ilmu
dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio, pssksiokultural dan
spiritual yang koprehensif, baik sehat maupun sgditg mencakup seluruh
siklus kehidupan manusia. Keperawatan berupa banyw@ag diberikan
karena adanya kelemahan fisik dan atau mentalrbagtesan pengetahuan
serta kurangnya melaksanakan kegiatan sehari sdx@ara mandiri.

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Persyaratan Anggota

Anggota Biasa:

a. Warga Negara Indonesia

b. Lulus pendidikan formal di bidang keperawatan yteigh disahkan oleh
Pemerintah RI.

c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melphoises pendaftaran
anggota pada pengurus Kabupaten / Kota atau Kaatisar

d. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan harseengikuti dan
mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga/ (ART) PPNI

e. Bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitgkdanakan PPNI dan
atau lkatan / Himpunan yang bernaung di bawah PPNI.

Anggota Khusus:

a. Perawat warga asing yang bekerja di Indonesia é&h tmemenuhi
ketentuan Pemerintah RI dan telah mengikuti prasgsptasi. Untuk
Ketentuan adaptasi ini, diatur lebih lanjut dalaerauran Organisasi
yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

b. Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melphaises pendaftaran
anggota pada pengurus Kabupaten / Kota atau Kaatisar

c. Mengisi dan menandatangani surat persetujuan mangien mentaati
AD / ART PPNI

d. Aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksaaalPPNI atau Ikatan /
Himpunan yang bernaung di bawah PPNI
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Anggota Kehormatan:
Mereka yang bukan perawat, tapi telah berjasa degmhaperkembangan
keperawatan dan atau organisasi PPNI

Pasal 3
Tata Cara Penerimaan Anggota

Anggota Biasa dan Khusus

a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPNI di i8&kiat Pengurus
Kabupaten / Kota dan atau Pengurus Komisariat tieanRengurus PPNI
Perwakilan Luar Negeri

b. Mengisi dan menandatangani Formulir pendaftarangatag formulir
kesediaan mengikuti kegiatan PPNI dan mentaati ABRT serta
formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Iretiis

c. Pengurus Kabupaten / Kota dan atau Pengurus PPMialk&an Luar
Negeri dapat menerima calon anggota tersebut @ptdddh memenuhi
persyaratan yang telah diperlukan

d. Pengurus Kabupaten / Kota dan atau Pengurus PPMiaki&an Luar
Negeri mengusulkan diterbitkannya Nomor Induk Artggdan kartu
anggota bagi anggota yang telah diterima kepadguras Pusat

Anggota Kehormatan

a. Diusulkan oleh pengurus Kabupaten / Kota dengasepguan Pengurus
Provinsi kepada Pengurus Pusat dan wajib dilengkigrigan data
pendukung bahwa yang berjasa bagi Profesi Kepeaavean atau PPNI

b. Pengurus Pusat mengadakan rapat pleno khusus mnatobahas usulan
calon anggota kehormatan yang diusulkan Pengurimipéaen / Kota
yang telah dilengkapi lembar persetujuan dari PerggBrovinsi

c. Pleno Pengurus Pusat, dapat menerima atau mersaidauersebut

d. Apabila usulan diterima, maka Pengurus Pusat wagbgundang calon
anggota kehormatan tersebut untuk mengikuti acarmygsahan dalam
forum Musyawaran Nasional dan atau Rapat Kerjadwasi

e. Anggota kehormatan yang telah disahkan, akan #@d@rnomor induk
anggota kehormatan dan Kartu Anggota kehormatdnRdéemgurus Pusat

Pasal 4
Kewajiban Anggota
Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan Sumpahawat, Kode
EtikKeperawatan Indonesia, Anggaran Rumah Tanggasdaua peraturan
serta Keputusan PPNI
Membayar uang pangkal dan iuran bulanan, kecugli@a kehormatan
Menghadiri rapat — rapat atas undangan Pengurusn{3esi

Pasal 5
Hak Anggota
Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapdtatesu pertanyaan baik
lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, metigéeluruh kegiatan
organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepgusan organisasi.



2. Anggota khusus dan anggota kehormatan berhak ummémigajukan pendapat,

usul atau pertanyaan, baik lisan maupun tertuligata pengurus PPNI,
mengikuti seluruh kegiatan organisasi, tapi tidakhak dipilih.

Setiap anggota berhak mendapat kesempatan menamatu
mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatag géselenggarakan
organisasi sesuai program dan kemampuan organgata memenuhi
persyaratan

Setiap anggota berhak mendapat perlindungan danbgteam dalam
melaksanakan tugas organisasi dan profesi apakitaemuhi:

Ketentuan organisasi

AD / ART

Kode Etik Keperawatan Indonesia

Standar Kompetensi

Standar Praktik

Peraturan dan perundang — undangan yang berlaku

~pooow

Pasal 6
Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti / hilang keanggotaannya apabila:

1.
2.

3.

Meninggal dunia

Permintaan sendiri secara tertulis, setelah mebkakukonsultasi dengan
pengurus Kabupaten / Kota yang membidangi organisas

Diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usul Dewainangan dan atau
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan setempat, aletedrbukti berbuat hal
— hal yang merugikan organisasi

Pasal 7

Tata Cara Pemberhentian Anggota
Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapakukbn dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus lKédup Kota dimana ia
terdaftar, setelah terlebih dahulu berkonsultasigdea pengurus Kabupaten /
Kota yang membidangi organisasi dan dianjurkan regigi— kurangnya satu
bulan sebelunnya
Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian semeaieh Pengurus
Kabupaten / Kota, setelah didahului dengan peramg&trtulis sebanyak 3
(tiga) kali dengan jarak waktu masing — masing atu}s bulan dengan
tembusan kepada pengurus provinsi dan Pengurus Pusa
Paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan pbetniean sementara,
Pengurus Kabupaten / Kota dapat merehabilitasi kénatau mengusulkan
pemberhentian tetap dengan persetujuan Pengurus$irkepada Pengurus
Pusat untuk dikukuhkan, apabila tidak menunjukkamulpahan ke arah
perbaikan
Dalam kondisi luar biasa yang mengancam organiBa&sigurus Pusat dapat
melakukan pemberhentian langsung, kemudian memabhakan kepada
Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten / Kota
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Pasal 8

Pembelaan
Anggota yang diberhentikan sementara, dapat mendi¢ldi hadapan rapat
pleno pengurus Kabupaten / Kota
Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pendogian tetap dapat
mengajukan pembelaannya pada Musyawarah ProvinBISRNROP) atau
Musyawarah Nasional (MUNAS)
Keputusan Musyawarah Provinsi (MUSPROP) atau Muayalw Nasional
(MUNAS) dapat membatalkan atau memperkuat tindagamberhentian
tetap tersebut dengan ketentuan bahwa keputussbtermemenulguorum
yakni didukung sekurang kurangn¥a (dua pertiga) dari jumlah utusan yang
hadir dalam Musyawarah Provinsi (MUSPROP) atau Mwsyah Nasional
(MUNAS)

Pasal 9
Pengkaderan
Untuk Kesinambungan upaya organisasi, perlu dibksaler — kader
kepemimpinan PPNI
Kader — kader yang akan dipromosikan telah disaterggan kriteria:
a. Memiliki prestasi, dedikasi dan loyal terhadap PPNI
b. Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalamalam da
kepemimpinan organisasi keperawatan

c. Telah melalui proses pendidikan dan atau pelathasus untuk itu
d. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela
Ketentuan terkait pengkaderan, dapat diatur tersersg@panjang tidak
bertentangan dengan AD / ART PPNI

Pasal 10
Sanksi
Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban organidéeerikan sanksi
Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih tamelalui peraturan
organisasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PPN
Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Penghentian sementara dari keanggotaan
d. Penghentian permanen dari keanggotaan

Pasal 11
Kartu Anggota
Kartu anggota dikeluarkan dan ditandatangani olebtu& Pengurus
Kabupaten / Kota
Nomor induk anggota dikeluarkan oleh Pengurus Paesatai kodifikasi KTA



BAB I
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 12

Musyawarah Nasional

1. Status:

a.

b.

e.

Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat MUNAS, rupakan
pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi dkéingasional

MUNAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekédéh Pengurus
Pusat melalui badan khusus yang disebut panitia M&Nliangkat dan
bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat PPNI

Panitia MUNAS terdiri dariSeering Commitee (SC) danOrganising
Commitee (OC)

Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan sewakuaktu, MUNAS
luar biasa atas usul sekurang — kurangnya 3 (Rgagurus Provinsi dan
disetujui®s (dua pertiga) dari Pengurus Provinsi yang ada.

MUNAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di &idang organisasi

2. Kewenangan

a.
b.
C.

S@ ™o

j.
k

Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata MWIKAS

Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUNAS

Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar daggafan
Rumah Tangga Organisasi, pedoman — pedoman polais g garis
besar program kerja organisasi dan pernyataan sikap

Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PPNI emang
pelaksanaan hasil MUNAS sebelumnya, apabila pegtargawaban
Pengurus Pusat PPNI selesai, maka Pengurus PubHtdiiyatakan
demisioner dan selanjutnya Pengurus Pusat PPNI mempunyaisstat
anggota biasa.

Memilih dan melantik ketua umum terpilih

Menunjuk ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur

Memilih Anggota tim formatur

Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk melapigpersonil
Pengurus Pusat PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat dajeligv
Kehormatan Etik Keperawatan Pusat, setelah terkeképengurusan
lengkap organisasi PPNI secara otomatis Tim Fofrdityatakan bubar
Memberikan mandat kepada ketua terpilih untuk nigddengurus Pusat
PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat, Majelis Kehormatgtik
Keperawatan Pusat dan badan Ikatan / Himpunan &gl baru
Menetapkan garis — garis besar program kerja Paadrusat PPNI
Menetapkan tempat MUNAS berikutnya

3. Pedoman Umum MUNAS

a.

b.

MUNAS diselenggarakan oleh pengurus Pusat PPNI loieRanitia
MUNAS yang terdiri dari panitia pengarah dan panpelaksana yang
diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggangby kepada
Pengurus Pusat PPNI

Tempat Pelaksanaan MUNAS ditetapkan pada MUNASIgebga



Panitia Pelaksana MUNAS bertanggung jawab dari stgkinis
penyelenggaraan MUNAS
Peserta MUNAS terdiri dari:
1) Utusan, terdiri dari:
a) Pengurus Pusat 5 (lima) orang
b) Pengurus Provinsi 3 (tiga) orang
c) Pengurus Kabupaten / Kota 3 (tiga) orang
d) Dewan Pertimbangan 1 (satu) orang
e) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan 1 (satu) orang
f) Kolegium, ikatan dan himpunan, masing — masingiujsorang
Sebagai utusan, wajib dibuktikan dengan surat thgaandat sebagai
utusan dari organisasi yang diwakilinya
2) Peninjau adalah Pengurus Pusat, Pengurus Proviteigurus
Kabupaten / Kota, Pengurus Komisariat, Pengurus dbew
Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Kapatan,
Pengurus Ikatan / Himpunan di luar utusan dan w@aain yang
berminat menghadiri MUNAS
MUNAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satelah provinsi
dan jumlah Kabupaten / Kota yang hadir
MUNAS, apabila persyaratan ini belum terpenuhi daptunda paling
lama 3 bulan, dan setelah itu MUNAS dianggap sahgale peserta
MUNAS yang hadir
Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipdementara
peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja
Sidang Paripurna MUNAS dipimpin oleh Pimpinan MUNA&ng terdiri
dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorakigteeis dan 2 orang
anggota. Kecuali sidang paripurna pengesajuanum, jadwal acara, tata
tertib dan pemilihan Pimpinan MUNAS dipimpin setel&eering
Commitee.
Tempat penyelenggaraan MUNAS ditetapkan pada MUB&&lumnya
Hal — hal yang belum tercantum dalam pedoman unmirakian diatur
dalam Tata Tertib MUNAS

Pasal 13
Musyawarah Provinsi

1. Status:
a. Musyawarah Provinsi selanjutnya disingkat MUSPRORerupakan

b.

pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi dk&ngrovinsi
MUSPROP diselenggarakan setiap 5 tahun sekalipgelurus Provinsi
melalui badan khusus yang disebut panitia MUSPR@R diangkat dan
bertanggung jawab kepada Pengurus Provinsi.

Panitia MUSPROP terdiri dafiteering Commitee (SC) danOrganising
Commitee (OC)

Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewattaktu (Musyawarah
Provinsi Luar Biasa) atas usul sekurang — kurangBygengurus



e.

Kabupaten / Kota dan disetufii dari jumlah pengurus Kabupaten / Kota
yang ada di Provinsi tersebut

MUSPROP dapat menyelenggarakan sidang ilmiah dr kidang
organisasi

2. Kewenangan

a.
b.
c.

J-

Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata MWiBPROP

Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSPROP

Menilai pertanggungjawaban Pengurus Provinsi mesgamanat yang
diberikan oleh MUSPROP sebelumnya, apabila pertamggwaban
pengurus Provinsi selesai, maka Pengurus Provimgathkandemisioner
dan selanjutnya pengurus Provinsi mempunyai statggota biasa
Memilih Ketua Pengurus Provinsi yang selanjutnyatudePengurus
Provinsi dilantik oleh Ketua Umum atau PengurusaPu3PNI yang
diberi mandat

Menunjuk Ketua Pengurus Provinsi terpilih sebagaéu& Tim Formatur
Memilih Anggota Tim Formatur Provinsi

Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusersonil
pengurus Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi skdalah terbentuk
kepengurusan lengkap orsanisasi PPNI Provinsi,r&egtomatis Tim
Formatur dinyatakan bubar

Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk mergasupersonil
pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pwepada Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Provinpilitte untuk
melantik Pengurus Provinsi, Dewan Pertimbangan iRsqv Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi

Menetapkan garis — garis besar program kerja Paadrnovinsi

3. Pedoman Umum MUSPROP

a.

b.
c.

MUSPROP diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi luneRanitia
Pelaksana MUSPROP yang diangkat oleh Pengurusridrovi
Tempat pelaksanaan MUSPROP ditetapkan pada MUSRREPUMnya
Panitia Pelaksana MUSPROP bertanggungjawab dari s&nis
penyelenggaraan MUSPROP
Peserta MUSPROP terdiri dari:
1) Utusan, terdiri dari:
a) Pengurus Provinsi 3 orang
b) Pengurus Kabupaten / Kota 3 orang
c) Dewan Pertimbangan dan Majelis Kehormatan Etik Kapatan
masing — masing 1 orang
d) Kolegium, Ikatan dan Himpunan masing — masing hgra
Sebagai Utusan, wajib dibuktikan dengan surat mtarsgdagai
utusan dari organisasi yang diwakilinya
2) Peninjau adalah Pengurus Pusat, Pengurus Proviteigurus
Kabupaten / Kota, Pengurus Komisariat, Pengurus dbew
Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Kapatan,



e.

Pengurus Ikatan / Himpunan di luar utusan dan uyalaain yang

berminat menghadiri MUSPROP
MUSPROP sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah gatulah
Kabupaten / Kota dari jumlah utusan MUSPROP, apgisirsyaratan ini
belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 budan setelah itu
MUSPROP dianggap sah dengan peserta MUSPROP ydirg ha
Utusan dengan mandat tertulis mempunyai hak bidera,memilih dan
dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicaraldg dipilih saja.
MUSPROP dipimpin Pimpinan MUSPROP, yang terdirii dggorang
ketua, seorang sekretaris dan 2 orang anggota.akexidang paripurna
pengesahanquorum, jadwal acara tata tertib pemilihan Pimpinan
MUSPROP dipimpin olesteering Commitee.
Hal — hal yang belum tercantum dalam Pedoman Unmirakian diatur
dalam tata tertib MUSPROP

Pasal 14
Musyawarah Kabupaten / Kota

1. Status:

a.

d.

Musyawarah Kabupaten / Kota selanjutnya disingkat SHAB /
MUSKOT, merupakan pelaksanaan kedaulatan tertimgganisasi di
tingkat Kabupaten / Kota

MUSKAB / MUSKOT diselenggarakan setiap 5 tahun $eldeh
pengurus Kabupaten / Kota melalui badan khusus yhseput panitia
MUSKAB / MUSKOT, yang diangkat dan bertanggung jawkepada
Pengurus Kabupaten / Kota

Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan sewattaktu Musyawarah
Kabupaten / Kota Luar Biasa di tingkat KabupateKota, atas usul
sekurang kurangnya 3 pengurus Komisariat dan gisety dari jumlah
pengurus Komisariat di bawah pengurus Kabupatestd kersebut
MUSKAB / MUSKOT dapat menyelenggarakan sidang imidi luar
sidang organisasi

2. Kewenangan

a.

b.
c.

Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata téMilSKAB /
MUSKOT

Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUSKAB / MUSKOT

Menilai pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten /a Kmiengenai
amanat yang diberikan oleh MUSKAB / MUSKOT sebelyanapabila
pertanggungjawaban pengurus Kabupaten / Kota seteaia Pengurus
Kabupaten / Kota dinyatakademisioner dan selanjutnya pengurus
Kabupaten / Kota mempunyai status anggota biasa

Memilih Ketua Pengurus Kabupaten / Kota yang satagp Ketua
Pengurus Kabupaten / Kota dilantik oleh Pengurus/iRsi atas nama
Ketua Umum Pengurus Pusat PPNI

Menunjuk Ketua Pengurus Kabupaten / Kota terpiéhagjai ketua Tim
Formatur

Memilih Anggota Tim Formatur



g.

Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk menyusersonil

pengurus Kabupaten / Kota, Dewan Pertimbangan Kabop Kota dan
setelah terbentuk kepengurusan lengkap, maka sextaraatis Tim
Formatur dinyatakan bubar

Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Kabupakeia/ terpilih

untuk melantik Pengurus Kabupaten / Kota, DewantirReangan
Kabupaten / Kota

Menetapkan garis — garis besar program kerja Paad{abupaten / Kota

3. Pedoman Umum MUSKAB / MUSKOT

a.

MUSKAB / MUSKOT diselenggarakan oleh Pengurus Katiap / Kota
melalui Panitia Pelaksana MUSKAB / MUSKOT yang djkat oleh
Pengurus Kabupaten / Kota
Tempat pelaksanaan MUSKAB / MUSKOT ditetapkan psd#SKAB /
MUSKOT sebelumnya
Panitia Pelaksana MUSKAB / MUSKOT bertanggung javaani segi
teknis penyelenggaraan MUSKAB / MUSKOT
Peserta MUSKAB / MUSKOT terdiri dari:
1) Utusan, terdiri dari:
a) Pengurus Kabupaten / Kota 3 orang
b) Dewan Pertimbangan 1 orang
c) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan masing — masiogang
d) Pengurus Komisariat 3 orang
Sebagai Utusan, wajib dibuktikan dengan surat marsgdagai
utusan dari organisasi yang diwakilinya
2) Peninjau adalah Pengurus Provinsi, Pengurus KabupatKota
Pengurus Komisariat, Pengurus Dewan Pertimbangamgutus
Ikatan / Himpunan di luar utusan dan undangan yaimg berminat
menghadiri MUSKAB / MUSKOT
MUSKAB / MUSKOT sah apabila dihadiri oleh 50% dithatn satu
jumlah Pengurus Komisariat di bawah Pengurus KaleapaKota yang
bersangkutan, apabila persyaratan ini belum tetpedapat ditunda
paling lambat 3 bulan dan setelah itu MUSKAB / MUSKdianggap sah
dengan peserta MUSKAB / MUSKOT yang hadir
Utusan dengan mandat tertulis mempunyai hak bidea,memilih dan
dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicaratd dipilih saja
MUSKAB / MUSKOT dipimpin Pimpinan MUSKAB / MUSKOT ang
terdiri dari seorang ketua, seorang sekretari2darang anggota. Kecuali
sidang paripurna pengesahguorum, jadwal acara tata tertib pemilihan
Pimpinan MUSKAB / MUSKOT dipimpin oleBteering Commitee.
Hal — hal yang belum tercantum dalam Pedoman Unmirakian diatur
dalam tata tertib MUSKAB / MUSKOT.



Pasal 15
Rapat Kerja Nasional

Status:

a.

Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS, adalahatdqerja pengurus
Pusat PPNI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat daguPes Provinsi
serta dapat pula diikuti oleh Pengurus Kabupatcota

b. RAKERNAS diadakan sekurang — kurangnya sekali dadatn periode
kepengurusan

c. Dalam keadaan luar biasa, RAKERNAS dapat dilakukawaktu —
waktu atas usul Pengurus Pusat PPNI atau Pengums&n$? dan
mendapat persetujuan sekurang — kurangnya setgagdéh Pengurus
Provinsi yang ada

Kewenangan

a. Menilai pelaksanaan program kerja MUNAS, menyemakan dan
memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periodpergurusan
selanjutnya

b. Membahas isu — isu yang dianggap penting untuknigelangan atau
perkembangan organisasi

c. Membahas bahan — bahan yang akan dibahas pada MWyh@d akan
datang

d. Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional angs diikuti oleh

seluruh pengurus dan anggota PPNI

Tata Tertib Rapat Kerja Nasional

a. RAKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat deri@anitia
Pelaksana Pengurus Provinsi yang ditunjuk

b. Panitia pelaksana RAKERNAS bertanggungjawab mengeelanis
penyelenggaraan RAKERNAS

c. RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus/iRsq Dewan
Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik Keperawatamdohesia,
Pengurus Ikatan / Himpunan dan badan khusus, pengian undangan
yang diundang Pengurus Pusat

d. RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Pusat

e. Hal — hal lain yang belum diatur dalam tata teitib diatur dalam
perturan tersendiri selama tidak bertentangan deAgs/ ART

Pasal 16
Rapat Kerja Provinsi

Status:

a. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROP, adalalpatakerja
Pengurus Provinsi yang dihadiri oleh Pengurus Puasat Pengurus
Provinsi dan utusan Pengurus Kabupaten / Kota dgatdpula diikuti
oleh Pengurus Komisariat

b. RAKERPROP diadakan sekurang — kurangnya sekalimdaktu periode
kepengurusan

c. Dalam keadaan luar biasa RAKERPROP dapat dilakide@maktu —

waktu atas usul Pengurus Provinsi atau Pengurusigéaen / Kota dan



mendapat persetujuan sekurang — kurangnya setgagdééh Pengurus
Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi tersebut

Kewenangan

a. Menilai pelaksanaan program kerja. ~amanat MUSPROP,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakda pisa periode
kepengurusan selanjutnya

b. Membahas isu — isu yang dianggap penting untuknigelangan atau
perkembangan organisasi

c. Membahas bahan — bahan yang akan dibahas pada MUFSR&hg akan
datang

Tata Tertib Rapat Kerja Provinsi

a. RAKERPROP diselenggarakan oleh Pengurus Provinsgate Panitia
Pelaksana Pengurus Kabupaten / Kota yang ditunjuk

b. Panitia pelaksana RAKERPROP bertanggungjawab mangeknis
penyelenggaraan RAKERPROP

c. RAKERPROP dihadiri oleh Pengurus Provinsi, Dewamtiiddangan
Provinsi, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Inelsia, Pengurus
Kabupaten / Kota, Pengurus lkatan / Himpunan dadamakhusus,
peninjau dan undangan yang diundang Pengurus RBrovin

d. RAKERPROP dipimpin oleh Pengurus Provinsi

e. Hal — hal lain yang belum diatur dalam tata teiib diatur dalam
perturan tersendiri, selama tidak bertentanganateAd / ART

Pasal 17
Rapat Kerja Kabupaten / Kota

Status:

a. Rapat Kerja Kabupaten / Kota disingkat RAKERKOT AKERKAB,
adalah rapat kerja Pengurus Kabupaten / Kota yaragldi oleh utusan
Pengurus Komisariat dan Pengurus lkatan / Himpunan

b. RAKERKOT / RAKERKAB diadakan sekurang — kurangnyekali
dalam satu periode kepengurusan

c. Dalam keadaan luar biasa RAKERKOT / RAKERKAB dagaakukan
sewaktu waktu atas usul Pengurus Komisariat dardapat persetujuan
sekurang — kurangnya setengah jumlah Pengurus kaatiyang ada

Kewenangan

a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat MUSKABJSKOT

b. Menyempurnakan dan memperbaiki program kerja umlildksanakan
pada sisa periode kepengurusan selanjutnya

c. Membahas isu — isu yang dianggap penting untuknigelangan atau
perkembangan organisasi

d. Membahas bahan — bahan yang akan dibahas pada MBIEKINSKOT
dan atau usulan MUSKAB / MUSKOT yang akan datang

Tata Tertib Rapat Kerja Kabupaten / Kota

a. RAKERKOT/ RAKERKAB diselenggarakan oleh Pengurusldpaten /
Kota dengan Panitia Pelaksana Pengurus Komisaaag yditunjuk
Pengurus Kabupaten / Kota



Panitia pelaksana RAKERKOT / RAKERKAB bertanggungd
mengenai teknis penyelenggaraan RAKERKOT / RAKERKAB

c. RAKERKOT / RAKERKAB dihadiri oleh utusan Penguruslsupaten /
Kota, Pengurus Komisariat, Ikatan / Himpunan

d. Hal — hal lain yang belum diatur dalam tata teiib diatur dalam
perturan tersendiri, selama tidak bertentanganateAd / ART

Pasal 18
Musyawarah Anggota

Status:

a. Musyawarah Anggota adalah pelaksanaan kedaulatimgtg ditingkat
komisariat yang dihadiri pengurus dan anggota Kamag Pengurus
Kabupaten / Kota serta undangan yang diundang &ehgurus
Komisariat

b. Musyawarah Anggota diadakan sekurang — kurangnkalisgalam lima
tahun

c. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Anggota daiakukan
sewaktu — waktu atas usul Pengurus Komisariat dasndapat
persetujuan sekurang — kurangnya setengah jumigbotan Komisariat
tersebut

Kewenangan

a. Menetapkan dan menilai pelaksanaan program kerjguPes Komisariat
serta memperbaiki program kerja untuk dilaksangkata sisa periode
kepengurusan

b. Membahas isu — isu yang dianggap penting untuknigslangan atau
perkembangan organisasi

c. Memilih Pengurus Komisariat

d. Menjabarkan program kerja komisariat sebagai palsdan dari program
kerja hasil MUSKOM

Pedoman Musyawarah Anggota

a. Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pengurusigaoiat

b. Musyawarah Anggota dihadiri oleh utusan Pengurusukaten / Kota
serta seluruh Pengurus Komisariat dan anggota koiaigersebut

c. Hal — hal lain yang belum diatur dalam tata tertib diatur dalam

perturan tersendiri, selama tidak bertentanganateAd / ART

BAB IV
SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 19
Susunan Organisasi

Pengurus Pusat meliputi seluruh Provinsi Indonesia berkedudukan di
Ibukota Negara Republik Indonesia

Pengurus Provinsi meliputi Provinsi, Daerah IstirmgWaerah Khusus Ibu
Kota dan berkedudukan di ibukota Provinsi, Daestimewa, Daerah Khusus
Ibukota



Pengurus Kabupaten / Kota meliputi Kabupaten / Kiata berkedudukan di
ibukota Kabupaten / Kota

Pengurus Komisariat merupakan perwakilan dari Peisgkiabupaten / Kota
pada institusi tertentu yang memiliki anggota sakgr— kurangnya 25 orang

Pasal 20
Pengurus Pusat
Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dagu?es Pleno
Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua, r8&kis Jenderal,
Sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian daa Katua Departemen serta
Anggota Departemen
Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari:
a. Ketua Umum
1) Ketua | : membidangi Departemen Organisasi, DepateHukum,
Hubungan Masyarakat dan Pemberdayaan Politik §&fmrtemen
Pengembangan kerjasama Dalam dan Luar Negeri
2) Ketua II : membidangi Departemen Pendidikan danatiPen,
Departemen Pelayanan Keperawatan serta Departessajateraan
b. Sekretaris Jendral
1) Sekretaris |
2) Sekretaris Il
c. Bendahara Umum
1) Bendaharal
2) Bendahara ll
d. Ketua Departemen
1) Ketua Departemen Organisasi
2) Ketua Departemen Hukum, Hubungan Masyarakat dan
Pemberdayaan Politik
3) Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan
4) Ketua Departemen Pelayanan
5) Ketua Departemen Pengembangan Kerjasama Dalam dan L
Negeri
6) Ketua Departemen Kesejahteraan
e. Anggota — anggota Departemen
1) Dua anggota Departemen organisasi
2) Dua anggota Departemen Hukum, Hubungan Masyaraket d
Pemberdayaan Politik
3) Dua anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan
4) Dua anggota Departemen Pelayanan
5) Dua anggota Departemen Pengembangan Kerjasama Batatruar
Negeri
6) Dua anggota Departemen Kesejahteraan



N =

N

Pasal 21
Pengurus Provinsi
Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Harianlangurus Pleno
Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketuakr@earis, Wakil Sekretaris,
Bendahara dan Wakil Bendahara
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dama jpatua Bidang serta
Anggota Bidang
Komposisi Pengurus Provinsi terdiri dari:
a. Ketua
1) Wakil Ketua | : membidangi Bidang Organisasi, Hukudan
Pemberdayaan Politik dan Bidang Pengembangan &erfaslumas
2) Wakil Ketua Il : membidangi Bidang Pendidikan daela@han,
Bidang Pelayanan Keperawatan serta Bidang Kesegainte
b. Sekretaris
1) Wakil Sekretaris |
2) Wakil Sekretaris Il
c. Bendahara
1) Wakil Bendahara |
2) Wakil Bendahara I
d. Ketua — ketua Bidang
1) Ketua Bidang Organisasi, Hukum, dan PemberdayabiikPo
2) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3) Ketua Bidang Pelayanan
4) Ketua Bidang Pengembangan Kerjasama dan Humas
5) Ketua Bidang Kesejahteraan
e. Anggota — anggota Bidang
1) Dua orang anggota Bidang Organisasi, Hukum dan Pefapaan
Politik
2) Dua orang anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3) Dua orang anggota Bidang Pelayanan
4) Dua orang anggota Bidang Pengembangan Kerjasantduaas
5) Dua orang anggota Bidang Kesejahteraan

Pasal 22
Pengurus Kabupaten / Kota
Pengurus Kabupaten / Kota terdiri dari Pengurusadatan Pengurus Pleno
Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketuakr@earis, Wakil Sekretaris,
Bendahara dan Wakil Bendahara
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian, patu&Divisi dan Anggota
Divisi
Komposisi Pengurus Kabupaten / Kota terdiri dari:
a. Ketua
1) Wakil Ketua | : membidangi Divisi Organisasi, Hukurman
Pemberdayaan Politik serta Divisi Pengembangaasama Humas
2) Wakil Ketua Il : membidangi Divisi pendidikan dael&tihan, Divisi
Pelayanan Keperawatan serta Divisi Kesejahteraan
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b. Sekretaris
1) Wakil Sekretaris |
2) Wakil Sekretaris Il
c. Bendahara
1) Wakil Bendahara |
2) Wakil Bendahara Il
d. Ketua — ketua Divisi
1) Ketua Divisi Organisasi, Hukum, dan PemberdayaadiilPo
2) Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan
3) Ketua Divisi Pelayanan
4) Ketua Divisi Pengembangan Kerjasama dan Humas
5) Ketua Divisi Kesejahteraan
e. Anggota — anggota Divisi
1) Dua orang anggota Divisi Organisasi, Hukum dan Reddyaan
Politik
2) Dua orang anggota Divisi Pendidikan dan Pelatihan
3) Dua orang anggota Divisi Pelayanan
4) Dua orang anggota Divisi Pengembangan Kerjasam&ldaras
5) Dua orang anggota Divisi Kesejahteraan

Pasal 23
Pengurus Komisariat

Pengurus Komisariat merupakan perwakilan dari Peisgkiabupaten / Kota
pada intitusi tertentu yang anggotanya sekurangrarignya 25 orang.
Pengurus komisariat PPNI terdiri dari :
Ketua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Bendahara dan Wakil Bendahara
Seksi — seksi:
1) Seksi Organisasi dan Hukum
2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan
3) Seksi Pelayanan
4) Seksi Pengembangan, Kerjasama dan Humas
5) Seksi Kesejahteraan Anggota
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Pasal 24
Syarat Pengurus Organisasi

Berasal dari anggota yang berpengalaman dan mermapkagribadian yang
baik, berprestasi, dedikasi dan memiliki loyalyasg tinggi terhadap PPNI
Mampu bekerjasama secara kolektif, mampu meningkatkdan
mengembangkan peranan PPNI dalam pelayanan keparaweofesional
dalam menjunjung pelayanan kesehatan khususnya Reargembangan
Nasional umumnya
Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisaangrofesi
Sanggup bekerja aktif dalam organisasi
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Pasal 25
Penggantian Pengurus Antar Waktu

Penggantian Kepengurusan organisasi dalam satujaisgan dimungkinkan

karena ada pengurus:

a. Meninggal dunia

b. Berhenti atas permintaan sendiri

c. Pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bgksaian tidak dapat
aktif dalam waktu 6 bulan

d. Tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi yang l@dinoleh rapat pleno
pengurus diberhentikan

Kewenangan pemberhentian pengurus sesuai ayait{ijibsebagai berikut:

a. Pengurus Pusat: dilakukan oleh Rapat pleno Pengbusat setelah
berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat

b. Pengurus Provinsi: dilakukan oleh Pengurus Pusatwulan hasil Rapat
Pleno Pengurus Provinsi setelah berkonsultasi daendgzewan
Pertimbangan Provinsi

c. Pengurus Kabupaten / Kota: dilakukan oleh PengRrasinsi atas usulan
hasil Rapat Pleno Pengurus Kabupaten / Kota sete&akonsultasi
dengan Dewan Pertimbangan Kabupaten / Kota

d. Pengurus Komisariat: dilakukan oleh Pengurus Kalempa Kota atas
usulan hasil Rapat Pengurus Komisariat

e. Pengurus lkatan / Himpunan: dilakukan oleh Rapan®llkatan /
Himpunan dan atas pertimbangan Pengurus PPNI sesougkat
kepengurusan organisasi

BAB V
KEKAYAAN
Pasal 26
Besarnya uang pangkal dan uang iuran kenggotagtaphkian oleh MUNAS
Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah RP®5 (dua puluh lima
ribu rupiah)
luran anggota sebesar Rp.8.000,- (delapan ribahypiorang / bulan.
Pengalokasian uang pangkal dan iuran bulanan aagtitdtapkan sebagai
berikut :
a. Pengurus Pusat sebesar 15%
b. Pengurus Provinsi sebesar 20%
c. Pengurus Kabupaten / Kota sebesar 25%
d. Pengurus Komisariat 40%
luran anggota ditambah iuran keanggotaan ICN selbgs2.000,- (dua ribu
rupiah) / anggota / bulan dan disetorkan langsuay Bengurus Komisariat
kepada Pengurus Pusat melalui rekening bank
Pembagian uang hasil usaha dari unit pelaksanstatau usaha — usaha lain
yang mengatasnamakan dan atau menggunakan namamanl lain:
a. Pelaksana usaha yang bersangkutan 75%
b. Fee organisasi sebanyak 25% dengan rincian:
1) Komisariat atau lokasi dimana badan usaha terdedyatia 10%



2) Pengurus Pusat, Provinsi dan Pengurus Kabupatesia/ idasing —
masing 5%

Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi didpiumentasikan
sesuai dengan sistem yang berlaku untuk orgamséadba.
Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib
dipertangungjawabkan dalam forum MUNAS / MUSPRORIUSKAB /
MUSKOT, Musyawarah anggota dan rapat organisasi.
Mekanisme pembayaran secara rinci akan diatur dataran organisasi.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27
Setiap anggota PPNI dianggap telah mengetahuarsiAchggaran Dasar dan
Rumah Tangga PPNI
Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar damaRurangga PPNI ini
diputuskan oleh Pengurus Pusat.
Hal — hal yang belum diatur dalam Anggran RumahgganPPNI ini dimuat
di dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidakrtarigan dengan Anggaran
Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 29 Mei 2010



MUKADIMAH

Sebagai profesi yang turut serta mengusahakanptemea kesejahteraan
fisik, material dan mental spiritual untuk makhinkani dalam wilayah Republik
Indonesia, maka kehidupan profesi keperawatan abriesia selalu berpedoman
kepada sumber asalnya yaitu kebutuhan masyarallahdsia akan pelayanan
keperawatan.

Warga Keperawatan di Indonesia menyadari bahwa tkbbno akan
keperawatan bersifat universal bagi klien (indivitelompok dan masyarakat),
niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteuazat tanpa membedakan
kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenisnkielaaliran politik dan agama
yang dianut serta kedudukan sosial.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatard&kedpien, cakupan
tanggung jawab perawat Indonesia adalah meningkatkerajat kesehatan,
mencegah terjadinya penyakit, mengurangi dan mengjkan penderitaan serta
memulihkan kesehatan yang ke semuanya ini dilaksanatas dasar pelayanan
yang paripurna.

Dalam melaksanakan tugas profesional yang berdaya dan berhasil guna
para perawat mampu dan ikhlas memberikan pelaygaag bermutu dengan
memelihara dan meningkatkan integritas pribadi yarwr dengan ilmu dan
keterampilan yang memadai serta dengan kesadarawabpelayanan yang
diberikan merupakan bagian dari upaya kesehatamaseatenyeluruh.

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melakaan tugas
pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, bangsdal @aah Air, Persatuan
Perawat Nasional Indonesia menyadari bahwa Perbwlanhesia yang berjiwa
Pancasila dan berlandaskan pada UUD 1945 mergsmtggil untuk menunaikan
kewajiban dalam bidang keperawatan dengan penglguag jawab, berpedoman
kepada dasar — dasar seperti tertera di bawah ini:

KODE ETIK
PERAWAT INDONESIA
1. Perawat dan Klien
a. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatanhaegsg harkat
dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak etegpruh oleh
pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulitr,up@nis kelamin,
aliran politik dan agama yang dianut serta kedudwgasial
b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan ntsessa
memelihara suasana lingkungan yang menghormati-nikalai budaya,
adat istiadat dan kelangsungan beragama dari klien
c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada merekag y
membutuhkan asuhan keperawatan
d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yantpldikekecuali jika
diperlukan oleh yang berwenang sesuai ketentuanrhylang berlaku
2. Perawat dan Praktek
a. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi @lanb
keperawatan melalui belajar terus — menerus



b.

d.

Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan kegarayang tinggi

disertai kejujuran dan profesional dalam menerapi@mgetahuan serta
ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuham Kli

Perawat dalam membuat keputusan didasarkan paatanesi yang kuat

dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikaseasang bila

melakukan konsultasi, menerima delegasi dan mekarerdelegasi

kepada orang lain.

Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baikeprdfeperawatan
dengan selalu menunjukkan perilaku profesional

Keperawatan dan Masyarakat

a.

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakak
memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dafemenuhi
kebutuhan kesehatan masyarakat

Perawat dan Teman Sejawat

a.

b.

Perawat senantiasa memelihara hubungan baik desegmama perawat
maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalamelinara
keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalantap& tujuan
pelayanan kesehatan secara menyeluruh

Perawat tidak melindungi tenaga kesehatan yang mekap pelayanan
kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dgal ile

Perawat dan Profesi

a.

Perawat mempunyai peran utama dalam menentukatiastgrendidikan

dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dk&giatan

pelayanan dan pendidikan keperawatan

Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan ggehgngan profesi
keperawatan

Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesukimembangun dan
memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwlmya asuhan
keperawatan yang bermutu tinggi



